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Korupsi, Kontraktor HSU Divonis 1,9 Tahun 

 
 

Sumber gambar: 

https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/08/02/2022/korupsi-kontraktor-hsu-divonis-19-tahun/ 

 

Harapan keringanan hukuman Marhaeni dan Fachriadi, dua terdakwa yang tertangkap tangan 

dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, pupus. Majelis hakim memvonis keduanya harus 

mendekam penjara selama selama 1 tahun 9 bulan. 

Majelis hakim Jamser Simanjuntak, A Gawie dan Arif Winarno juga mewajibkan kedunya 

untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan, jika tak dibayar, diganti dengan 

hukuman kurungan selama tiga bulan. 

“Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi 

secara berlanjut,” kata Jamser dalam amar putusannya. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 

Mendengar putusan tersebut, kedua terdakwa tak lantas menerima putusan hakim. Marhaeni 

maupun Fachriadi yang didampingi penasihat hukumnya masih mencoba melakukan upaya hukum. 

“Pikir-pikir yang mulia,” kata terdakwa.  

Tim jaksa KPK ternyata juga punya jawaban yang sama dengan terdakwa. Meskipun putusan 

yang dijatuhkan hakim mirip dengan tuntutan yang disampaikan dalam sidang tuntutan lalu. 

Mereka beralasan akan berkoordinasi dengan pimpinan.”Kami pikir-pikir yang mulia, akan 

koordinasi dengan pimpinan,” kata jaksa Tito. 

https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/08/02/2022/korupsi-kontraktor-hsu-divonis-19-tahun/
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Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT). Dalam OTT, KPK mengamankan 7 

orang. Tiga diantaranya dijadikan tersangka. Maliki selaku Plt Kadis PU pada Dinas PUPR 

Kabupaten HSU sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA), 

Marhaini selaku Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru. Kelak, KPK 

menjerat Bupati HSU Abdul Wahid. 

Fachriadi dan Marhaini mengadakan pertemuan dengan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten 

HSU, Maliki. Di situ semuanya sepakat keduanya akan memperoleh proyek yang akan dikerjakan 

di tahun 2021, diantaranya jaringan irigasi dan daerah irigasi rawa Kayakah, Kecamatan Amuntai 

Selatan. Nilai proyek Rp2 miliar. 

Atas persetujuan Wahid, perusahaan CV Kalpataru ditunjuk sebagai pemenang lelang 

pengerjaan sebesar Rp1.555.503.400. Dan berdasarkan kesepakatan, setelah pencairan uang muka 

sebesar Rp346.453.030, terdakwa melalui Mujib Rianto menyerahkan fee pertama sebesar Rp70 

juta kepada Wahid melalui Maliki. Di termin I sebesar Rp1.006.017.752 terdakwa melalui M 

Mujib Rianto kembali menyerahkan uang fee sebesar Rp170.000.000 kepada Wahid melalui 

Maliki.  

Begitu pula Marhaini yang memenangkan proyek senilai Rp1.971.579.000, juga memberikan 

fee secara bertahap dengan nilai keseluruhan Rp300 juta kepada Wahid. Pencairan uang muka 

sebesar Rp526.949.297, sebesar Rp125 juta. Pencairan termin I Rp676.071.352, fee sebesar Rp175 

juta diserahkan kepada Wahid. 

 

 

Sumber berita: 

1. https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/08/02/2022/korupsi-kontraktor-

hsu-divonis-19-tahun/, 08 Februari 2022  

2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/07/korupsi-kalsel-perkara-proyek-irigasi-hsu-

dua-kontraktor-divonis-1-tahun-9-bulan 07 Februari 2022 

 

Catatan: 

A. Tindak Pidana Korupsi 

Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara 

atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 

Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan 

pengertian korupsi (terjemahan bebas): 

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang 

tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah 

https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/08/02/2022/korupsi-kontraktor-hsu-divonis-19-tahun/
https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/08/02/2022/korupsi-kontraktor-hsu-divonis-19-tahun/
https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/07/korupsi-kalsel-perkara-proyek-irigasi-hsu-dua-kontraktor-divonis-1-tahun-9-bulan
https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/07/korupsi-kalsel-perkara-proyek-irigasi-hsu-dua-kontraktor-divonis-1-tahun-9-bulan


Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Mery Mei Lestari 

3 
 

menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk 

dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak 

lain.” 

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (UU KPK). 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: 

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” 

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu: 

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 

dan Pasal 3 UU PTPK; 

2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat 

(1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf 

c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK; 

3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 

8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK; 

4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 

12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK; 

5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 

7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK; 

6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam 

ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK; 

7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C 

UU PTPK; 
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Selain dari tindak-tindak pidana tersebut di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan 

dengan tindak pidana korupsi, yaitu: 

1. Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi, diatur dalam ketentuan Pasal 21 UU 

PTPK; 

2. Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang Tidak Benar, diatur dalam 

ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 28 UU PTPK; 

3. Bank yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka, diatur dalam 

ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 29 UU PTPK; 

4. Saksi atau Ahli yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu, 

diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 35 UU PTPK; 

5. Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau Memberi 

Keterangan Palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 36 UU PTPK; 

6. Saksi yang Membuka Identitas Pelapor, diatur dalam ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 31 

UU PTPK. 

B. Kerugian Negara 

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

(“UU BPK”): 

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang 

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai.” 

  

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU 

Perbendaharaan Negara”):  

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang 

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai.” 

  

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): 

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah 

kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang 

berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” 
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Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian 

negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai 

negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh 

bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian 

negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau 

berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara 

pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. 

  

Dalam artikel Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa 

berdasarkan UU BPK dan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang 

menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa 

Keuangan (“BPK”) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”). Adapun 

perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus. 

 

 


